Yayasan Politeknik Chevron Riau
NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI RIAU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN
KETUA UMUM PENGURUS YAYASAN POLITEKNIK CHEVRON RIAU
(YPCR)
SELAKU PELAKSANA SWAKELOLA

557 / Diskominfotik /NK/XI/2020/004
068/YPCR/2020

Nomor :

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh delapan, bulan November, tahun dua
ribu dua puluh (28/11/2020), bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau, Jln. Diponegoro No. 24.A Pekanbaru, yang

bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :  Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
NIP : 19651216 199109 1 001
Jabatan :  Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau
Nomor 527/I11/2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Atas
Nama SYAHRIAL ABDI, AP, M.Si Dan Kawan-Kawan, selaku
PENGGUNA ANGGARAN

Alamat Kantor : Jln. Diponegoro No. 24.A Pekanbaru
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Drs. Azhar, M.M.

Jabatan : Ketua Umum Pengurus Yayasan Politeknik Chevron Riau
(YPCR) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Riyesta
Dewi Priyani, SH, M.Hum, M.Kn No. 01 tanggal 5 Januari
2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina

Yayasan Politeknik Chevron Riau.

Alamat Kantor : Kampus Politeknik Caltex Riau, Kelurahan Umban Sari,

Kecamatan Rumbai, Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
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PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini
menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2021 merencanakan kegiatan
swakelola dengan PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA adalah Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kompetensi
dalam perumusan kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Penyusunan
Grand Design Riau Digital dan sanggup untuk menerima, melaksanakan

pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

3. PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK
KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III.

4. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama
pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe III sesuai Rencana Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya
menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota
Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan

syarat-syarat sebagai berikut:
PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha
kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian
dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka Penyusunan Grand

Design Riau Digital.
PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah Penyusunan Grand Design Riau Digital Tahun 2021-2025 yang menjadi
pedoman bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam penerapan Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik (SPBE), perencanaan program, investasi, implementasi
teknologi informasi dan komunikasi, serta penciptaan ekosistem digital untuk
mendukung visi-misi Pemerintah Provinsi Riau. Lingkup dari Grand Design Riau
Digital harus memberikan arah strategis bagi transformasi digital di Provinsi Riau
yang memuat kerangka pemikiran dasar (Riau Digital Framework), Arsitektur
Pengembangan (Riau Digital Architecture), Tahapan Pengembangan (Riau Digital

Roadmap), dan Rencana Implementasi 5 tahun (Riau Digital Implementation Plan).
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PASAL 3

Untuk melaksanakan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK
menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggungjawab anggaran dari PIHAK
PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III Ketua Umum Pengurus
Yayasan Politeknik Chevron Riau (YPCR) dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan
kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab

anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe III dari PIHAK KEDUA.
PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan nota kesepahaman ini akan ditanggung
masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31
Desember 2021, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani
dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu vang disepakati oleh
PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal
3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman

saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan
ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani,
tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai

cukup, dan berlaky sejak ditandatangani.

PIHAK KEDUA,




